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Menimbang :

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan

penghidupan  masyarakat melalui perumahan dan
permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur
dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta
pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya,
berkeadilan, dan ekonomis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan



Mengingat :

1.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M /2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Jalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M /2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem



10.

11.

12.

13.

14.

15.

pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi
dan terpadu.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena  ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas
umum.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana
dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan
prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata
bangunan.

Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan
dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman
yang layak huni.

Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan
mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

permukiman.

Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan
masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh
atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun
kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dan/atau rawan bencana.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata  kehidupan  masyarakat untuk  mewujudkan
perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi,
dan teratur.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum.

Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok
dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,
kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga
kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersama.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.



(1)

(2)

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2
Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam
penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan
mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni

perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.

o o

(1)

(2)

kriteria dan tipologi;

penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
pola-pola penanganan;

pengelolaan; dan

pola kemitraan, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 4

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan
kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria
kekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;



(1)

(2)

(3)

c. penyediaan air minum,;

d. drainase lingkungan,;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Pasal 5

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a

mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung

pada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan,
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas
lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah
jalan.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai

dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi
ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau



(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi
ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

kondisi bangunan gedung pada perumahan dan

permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di
bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas

dan/atau di bawah prasarana/sarana umum,;

c. keselamatan bangunan gedung;

d. kesehatan bangunan gedung;

e. kenyamanan bangunan gedung; dan
f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 6
Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR
dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu
sementara.
Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu
sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli

Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 7
Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh
lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh
lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak
terlayani dengan jalan lingkungan.

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan

permukaan jalan.

Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
mencakup:
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap

individu sesuai standar yang berlaku.
Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum
yang memenuhi syarat kesehatan.
Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam
lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai

minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9
Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
mencakup:
a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;

b. ketidaktersediaan drainase;
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah

padat dan cair di dalamnya; dan/atau



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan
air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu
mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan
genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari
2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun;
Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier
dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan
saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan
air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat
dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran
drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

Kualitas  konstruksi drainase lingkungan  buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk,
karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau

penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e
mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan
standar teknis yang berlaku; dan/atau
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak

memenuhi persyaratan teknis.



(2)

(3)

(1)

(2)

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar
teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah
pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak
memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik
secara individual /domestik, komunal maupun terpusat.
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau
permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki

septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat

atau terpusat.

Pasal 11
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf f mencakup:
a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai
dengan persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis; dan/atau
c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan
sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah
maupun jaringan drainase.
Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana
persampahan pada lingkungan perumahan  atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut:
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala

domestik atau rumah tangga;



(3)

(4)

(1)

(2)

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
(reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala
lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala
lingkungan.

Sistem  pengelolaan persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan

persampahan pada lingkungan  perumahan  atau

permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan; dan

d. pengolahan lingkungan.

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan

sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah

maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi dimana pemeliharaan

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak

dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

Pasal 12
Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g
mencakup ketidaktersediaan:
a. prasarana proteksi kebakaran; dan
b. sarana proteksi kebakaran.
Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi dimana tidak tersedianya:
a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun

buatan;



b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya
kendaraan pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya
kebakaran; dan/atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan
yang mudah diakses.

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain terdiri dari:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b. kendaraan pemadam kebakaran;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 13

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara
geografis.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. di atas air;
b. di tepi air;
c. di dataran rendah;
d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

Pasal 14
[lustrasi Kriteria dan Ilustrasi Tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15
Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.
Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.
Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian
lokasi oleh pemerintah daerah dengan keputusan
bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta oleh
gubernur.
Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, khusus
untuk DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi dengan

melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 16
Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur
pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.
Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi
satuan perumahan dan permukiman.
Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi identifikasi terhadap:



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan

c. pertimbangan lain

Pasal 17
Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) pada dilakukan oleh pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dalam = penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.
Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada
lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.
Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyiapkan prosedur pendataan dan format isian
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.
Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Identifikasi satuan perumahan dan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
merupakan upaya untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau
swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah
kabupaten/kota.

Penentuan  satuan perumahan dan  permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan
dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Penentuan  satuan perumahan dan  permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan
administratif.

Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan
administratif pada tingkat rukun warga.

Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan
administratif pada tingkat kelurahan/desa.

[lustrasi perumahan dan permukiman formal dan
perumahan dan permukiman swadaya tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk
menentukan tingkat kekumuhan pada satuan perumahan
dan permukiman dengan menemukenali permasalahan
kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana
pendukungnya.

Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan

kumuh dan permukiman kumubh.

Pasal 20
Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk
mengetahui status legalitas tanah pada setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
dasar untuk menentukan pola penanganan.
Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. status penguasaan tanah, dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status

penguasaan tanah berupa:



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat
hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan
status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat),
dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk
perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian

terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang,
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana

Kabupaten/Kota (SKRK).

Pasal 21
Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf ¢ merupakan tahap
identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumubh.
Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi aspek:
a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan
atau permukiman pada:
a. fungsi strategis kabupaten/kota; atau
b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk
pada lokasi perumahan atau permukiman dengan
klasifikasi:
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150

jiwa/ha;



(9)

(1)

(2)

(3)

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200
jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400
jiwa/ha;

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400
jiwa/ha.

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pertimbangan

potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman
berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat
dalam mendukung pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi
tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat
setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan

budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 22
Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi
lokasi terhadap aspek:
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.
Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.
Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
klasifikasi:
a. status tanah legal; dan

b. status tanah tidak legal.



(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Penilaian  berdasarkan  aspek  pertimbangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung
berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23
Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.
Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status
tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan.
Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau
provinsi khusus DKI Jakarta berdasarkan tabel daftar
lokasi.
Format Keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 24
Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui
pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari
penanganan yang telah dilakukan.
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui proses pendataan.
Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota,

khusus DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan

Pasal 25
Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep penanganan; dan
f. penyusunan rencana penanganan.
Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka
pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang
beserta pembiayaannya.
Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota
atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai
dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

BAB IV
POLA-POLA PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi,
serta  pola-pola  penanganan yang manusiawi,
berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi
kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumubh.
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. pemugaran;
b. peremajaan; atau
c. pemukiman kembali.
Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan
antara lain:
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. kondisi ekologis lokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

terdampak.
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah  sesuai dengan kewenangannya dengan

melibatkan peran masyarakat.



Pasal 27

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat
dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat
dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang
dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang
dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalah pemukiman kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan
dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan
dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang

dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 28

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta
kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air

serta kelestarian air dan tanah;



(1)

(2)

(3)

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan
bencana, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung

tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Bagian Kedua

Pemugaran

Pasal 29
Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau
pembangunan  kembali  perumahan  kumuh dan
permukiman kumuh menjadi perumahan dan
permukiman yang layak huni.
Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.
Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 30
Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.
Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga

Peremajaan

Pasal 31
Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,
perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan
masyarakat sekitar.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara
menyeluruh  terhadap rumah, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tahap:



(1)

(2)

(3)

(1)

a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 32

Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
peremajaan,;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampalk;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana peremajaan; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak
berdasarkan hasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada
lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada
lokasi permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat

Pemukiman Kembali

Pasal 33
Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi



(2)

(1)

(2)

rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik

guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni

dan masyarakat.

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tahap:

a.
b.

C.

pra konstruksi;
konstruksi; dan

pasca konstruksi.

Pasal 34

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a

meliputi:

a.

f.

kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
tanah;

penghunian sementara untuk masyarakat di
perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi
rawan bencana;

sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampalk;

pendataan masyarakat terdampak;

penyusunan rencana pemukiman baru, rencana
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan

musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:

a.

proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
proses pelaksanaan konstruksi pembangunan
perumahan dan permukiman baru;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
pemukiman kembali;

proses penghunian kembali masyarakat terdampak;

dan



(3)

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman
eksisting.

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c

meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pola-pola penanganan tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36
Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan
permukiman secara berkelanjutan.
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah
untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam
pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 37
Pembentukan kelompok swadaya masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a
merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran
masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman
layak huni dan berkelanjutan.
Pembentukan kelompok swadaya masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman,
dan kriteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan /penyuluhan,
supervisi, dan konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara
periodik atau sesuai kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman;
dan/atau
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya

oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Dan Perbaikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 36 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi

Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan.
Paragraf 2
Pemeliharaan
Pasal 39
(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas

(2)

(1)

(2)

(3)

umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan
secara berkala.
Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 40

Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau setiap orang.

Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan
hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau badan hukum.

Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman
wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau badan hukum.

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 41

Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum

dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(1)
(2)

Pasal 42
Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh

pemerintah daerah dan/atau setiap orang.



(3) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan
hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau setiap orang.

(4) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

badan hukum.

BAB VI

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN
LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 43
Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat
dikembangkan dalam wupaya peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu kemitraan
antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan setiap

orang.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1
Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 44
Lingkup peran masyarakat dalam peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dilakukan pada tahap:
a. penetapan lokasi dan  perencanaan = penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumubh;
b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan
c. pengelolaan perumahan dan  permukiman  hasil

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan



permukiman kumuh.
Paragraf 2
Peran Masyarakat pada Tahap Penetapan Lokasi dan

Perencanaan Penanganan

Pasal 45

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.

partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei
lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah diberikan saat proses

pendataan.

Pasal 46

Dalam tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, masyarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan
pada tahapan perencanaan penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi
yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa

dokumen atau data dan informasi terkait yang telah



diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Paragraf 3

Peran Masyarakat pada Tahap Peningkatan Kualitas

Pasal 47

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dalam proses

pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 48

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 masyarakat

dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga
pada masyarakat yang terdampak;

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali;

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran,
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa
dana, tenaga maupun material;

membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan
tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran,
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap
rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan,
dan/atau pemukiman kembali; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf f kepada instansi berwenang agar proses
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali

dapat berjalan lancar.



Paragraf 4

Peran Masyarakat pada Tahap Pengelolaan

Pasal 49

Dalam tahap pengelolaan perumahan dan permukiman hasil

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf ¢, masyarakat dapat:

a.

(1)

(2)

berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah
daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah
tertangani;

berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam
kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan
dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di
perumahan dan permukiman;

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf d, kepada instansi berwenang agar proses

pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 5
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 50
Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan
upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.
Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok

swadaya masyarakat yang sejenis.



(3)

(1)

(2)

Pembentukan kelompok swadaya masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 51

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di daerah perlu dilakukan dengan
mempertimbangkan Kearifan Lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pertimbangan Kearifan Lokal dalam
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di daerah diatur dengan atau berdasarkan

peraturan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 02/PRT/M/2016

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan
yang ditinjau dari aspek:
1. Bangunan Gedung

kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:

a. ketidakteraturan bangunan

Gambar 1. Kondisi Ketidakteraturan Bangunan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

www.peraturan.go.id



b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai

dengan ketentuan rencana tata ruang

Gambar 2. Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Gambar 3. Kondisi Bangunan yang Tidak Sehat
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

www.peraturan.go.id



2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
a. Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh

Lingkungan

Gambar 4. Kondisi Perumahan yang Tidak Terlayani Jalan Lingkungan

b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

Gambar 5. Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

a. Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan

Air
Gambar 6. Kondisi Genangan di Samping Jalan Lingkungan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

b. Ketidaktersediaan Drainase

Gambar 7. Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

www.peraturan.go.id



c. Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan

Gambar 8. Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terhubung dengan
Sistem Drainase Perkotaan Sehingga Menimbulkan Genangan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

d. Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan

Cair di Dalamnya

Gambar 9. Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terpelihara
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

www.peraturan.go.id



e. Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Gambar 10. Kondisi Saluran Pasangan Batu yang Rusak
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
mencakup:
c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar

Teknis Yang Berlaku

Gambar 11. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat yang
Tidak Sesuai Standar

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

www.peraturan.go.id



d. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi

Persyaratan Teknis

Gambar 12. Kondisi Sanitasi dimana Tidak Tersedia Prasarana
Tangki Septik
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
mencakup:
d. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan

Persyaratan Teknis

"IN
LY

Gambar 13. Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah
Sehingga Sampah Dibuang Sembarang

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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e. Sistem  Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi

Persyaratan Teknis

o L

Gambar 14. Sistem Pengangkutan Sampah yang Tidak Berjalan Baik
Sehingga Terjadi Penumpukan Sampah di TPS

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

f. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan
Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah

Maupun Jaringan Drainase

: -
AT

[l -

Gambar 15. Bak Sampah yang Tidak Terpelihara
(Rusak Konstruksinya)

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

II. ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
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Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

pengelompokan

perumahan

kumuh dan

permukiman kumuh

berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh

dan permukiman kumuhterdiri

permukiman kumuh:

a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

Secara

umum, pembagian

dari perumahan kumuh dan

tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

permukiman kumuh di

daerah rawan bencana

NO TIPOLOGI LOKASI

1. |perumahan kumuh dan |perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada di atas air, baik
atas air daerah pasang surut, rawa, sungai

ataupun laut.

2. |perumahan kumuh dan |perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada tepi badan air
tepi air (sungai, pantai, danau, waduk dan

sebagainya), namun berada di luar
Garis Sempadan Badan Air.

3. |perumahan kumuh dan|perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh dijkumuh yang berada di daerah
dataran rendah dataran rendah dengan kemiringan

lereng < 10%.

4. |perumahan kumuh dan |perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada di daerah
perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan

lereng > 10 % dan < 40%
5. |perumahan kumuh dan |perumahan kumuh dan permukiman

kumuh yang terletak di daerah rawan

bencana alam, khususnya bencana




TIPOLOGI LOKASI

alam tanah longsor, gempa bumi dan

banjir.

Sumber: Tim Penyusun, 2015




A L

Perumahan/Permukiman Kumuh di Daerah Rawan L ongsor

Gambar 16. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Sumber: Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2014
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II.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 02/PRT/M/2016

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

PENETAPAN LOKASI

Bagan Alir Penetepan Lokasi

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.

IDENTIFIKASI PENILAIAN LEGALISASI
LOKASI LOKASI DAFTAR
LOKASI

PROSEDUR PENDATAAN

dilakukan oleh pemerintah daerah v
dengan melibatkan masyarakat
Dalam bentuk
i Keputusan B Wal
Identifikasi Satuan Perumahan dan ma K I;:ondi: ( gul;)l;r:ur unzzlll: 4)KI)
Permukiman ekxumuhan
Menentukan batasan atau lingkup entitas o it *
ah. t ki dari seti egalitas
perumahan atau Ifglizls? iman dari setiap | Tga - B ey eyl Wl
Daftar Lokasi & Peta
Identifikasi Kondisi Kekumuhan Pertimbangan Sebaran
menentukan tingkat kekumuhan pada —> Lain

suatu perumahan dan permukiman dengan
menemukenali permasalahan bangunan
gedung, sarana dan prasarana
pendukungnya.

Identifikasi Legalitas Tanah

menentukan status legalitas tanah pada
setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagai dasar yang
menentukan bentuk penanganan.

Identifikasi Pertimbangan Lain

identifikasi terhadap beberapa hal lain yang
bersifat non fisik untuk menentukan skala
prioritas penanganan perumahan &
permukiman kumubh.

Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi

PROSEDUR PENDATAAN

Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi
kecamatan/distrik, kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan
masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan

pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebarkan dan



dikumpulkan oleh ketua RW. Setelah dilakukan pengisian, format isian
identifikasi lokasi dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada
tingkat RW, dilanjutkan dengan rekapitulasi pada tingkat
kelurahan/desa, rekapitulasi pada tingkat kecamatan/distrik, hingga
rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Dengan prosedur pendataan
seperti ini diharapkan hasil pendataan akan memiliki validitas dan
akurasi yang tepat.

Secara skematis, prosedur pendataan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dilihat

pada gambar berikut ini.

1. Indikasi Perumahan 2. Pendataan L okasi 3. Rekapitulasi
Kumuh dan Hasil
Permukiman Kumuh Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dendatasn
Berdasarkan Desk
Stiidy. pmmmmmm e o - ~

...............

_______________

_______________________________

Penjelasan &

|

I?gnyelt).aran qunj /:
--------------
o A K

at
i ah o wmah-d
oo ah a6

Q.
<

Untuk mendukung prosedur pendataan, pemerintah daerah
menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Prosedur pendataan dan

format isian identifikasi lokasi dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1. Format Isian Pendataan Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh

[.1. FORMAT ISIAN
A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor

Jabatan

Alamat

No. Telp.

Hari/Tanggal Survei

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden

Jabatan

Alamat

No. Telp.

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi

Luas Area




Koordinat

Demografis:

Jumlah Jiwa

Jumlah Laki-Laki

Jumlah Perempuan :

Jumlah Keluarga

Administratif:
RW

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Permasalahan

Potensi

Tipologi

Peta Lokasi




D. KONDISI BANGUNAN

Kesesuaian
bentuk, besaran,
perletakan dan
tampilan
bangunan dengan
arahan
RDTR/RTBL
Kesesuaian tata
bangunan dan
tata kualitas
lingkungan
dengan arahan
RTBL

1.Ketidakteraturan Bangunan

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-
teraturan bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR/RTBL yang menjadi rujukan
penataan bangunan

2.Tingkat Kepadatan Bangunan
Nilai KDB rata- :
rata bangunan
Nilai KLB rata-rata
bangunan

Kesesuaian tingkat 76% - 100% kepadatan bangunan pada

kepadatan lokasi tidak sesuai ketentuan

bangunan (KDB, 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi
KLB dan tidak sesuai ketentuan

kepadatan

bangunan) dengan
arahan RDTR dan
RTBL

25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi
tidak sesuai ketentuan




Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat
kepadatan bangunan pada lokasi.

3.Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat
Persyaratan
bangunan gedung
yang telah diatur

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum

keselamatan bangunan gedung

kesehatan bangunan gedung

kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan
gedung pada
perumahan dan

permukiman 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
bangunan yang tidak memenuhi syarat pada lokasi.

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan
teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN
1.Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan 76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan jaringan jalan lingkungan

Permukiman yang 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan
dilayani oleh jalan lingkungan

Jaringan Jalan 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan
Lingkungan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan
jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2.Kualitas Permukaan Jalan
Jenis permukaan jalan perkerasan lentur
jalan jalan perkerasan kaku
jalan perkerasan kombinasi
jalan tanpa perkerasan

Kualitas 76% - 100% area memiliki kualitas
permukaan jalan permukaan jalan yang buruk
51% - 75% area memiliki kualitas




permukaan jalan yang buruk
25% - 50% area memiliki kualitas
permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM
1.Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses
terhadap air air minum yang aman

minum (memiliki 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses
kualitas tidak air minum yang aman

berwarna, tidak
berbau, dan tidak
berasa)

25% - 50% populasi tidak dapat mengakses
air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air
minum yang dapat diakses masyarakat.

2.Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas 76% - 100% populasi tidak terpenuhi
pemenuhan kebutuhan air minum minimalnya
kebutuhan (60 S51% - 75% populasi tidak terpenuhi
L/hari) kebutuhan air minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang
terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
1.Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Genangan yang lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
terjadi terjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2
jam dan > 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2
jam dan > 2 x setahun

25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2
jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada
lokasi tersebut (bila ada).

2.Ketidaktersediaan Drainase
saluran tersier 76% - 100% area tidak tersedia drainase
dan/atau saluran lingkungan




lokal pada lokasi

51% - 75% area tidak tersedia drainase
lingkungan
25% - 50% area tidak tersedia drainase
lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier
dan/atau saluran lokal pada lokasi.

3.Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis
pemeliharaan
saluran drainase
yang dilakukan

Pemeliharaan
drainase
dilakukan pada

Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala

76% - 100% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau
51% - 75% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau
25% - 50% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase pada lokasi.

4 Ketidakterhubungan den
Komponen sistem
drainase yang ada

pada lokasi

Ketidakterhubung

an saluran lokal
dengan saluran
pada hirarki di
atasnya

an Sistem Drainase Perkotaan

Saluran primer
Saluran sekunder
Saluran tersier
Saluran Lokal

76% - 100% drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasnya
51% - 75% drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasnya
25% - 50% drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di

atasnya pada lokasi.

5.Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi
drainase

Kualitas
Konstruksi

Saluran tanah
Saluran pasang batu
Saluran beton

76% - 100% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk

S51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi
drainase lingkungan buruk

25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi
drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.




H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Sistem pengolahan
air limbah tidak
memadai
(kakus/kloset
yang tidak

1.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

76% - 100% area memiliki sistem
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
standar teknis

51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan
air limbah yang tidak sesuai standar teknis

terhubung dengan
tangki septik /
IPAL)

25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan
air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan
sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

2.Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan

Sarana Tangki Septik
Pengolahan Air Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan
Limbah yang Ada Limbah Setempat atau Terpusat

Pada Lokasi

Ketidaksesuaian 76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak
Sarana memenuhi persyaratan teknis

Pengolahan Air
Limbah dengan
persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi
prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak
memenuhi persyaratan tenis.

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Tempat Sampah
Sarana tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS
Persampahan yang 3R
Ada Pada Lokasi gerobak sampah dan/atau truk sampah
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
pada skala lingkungan

Ketidaksesusian 76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak
Sarana memenuhi persyaratan teknis
Persampahan 51% - 75% area memiliki prasarana dan
dengan sarana pengelolaan persampahan tidak
Persyaratan memenuhi persyaratan teknis

Teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis




Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi
persyaratan teknis.

2.Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem 76% - 100% area memiliki sistem
persampahan pengelolaan persampahan yang tidak sesuai
(pemilahan, standar teknis
pengumpulan, 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan
pengangkutan, persampahan yang tidak sesuai standar
pengolahan) teknis
25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan
persampahan yang tidak sesuai standar
teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan
sarana persampahan pada lokasi.

3.Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis Pemeliharaan rutin

pemeliharaan Pemeliharaan berkala

Sarana dan

Prasarana

Pengelolaan

Persampahan yang

dilakukan

Pemeliharaan 76% - 100% area memiliki sarpras
Sarana dan persampahan yang tidak terpelihara
Prasarana S51% - 75% area memiliki sarpras
Pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara
Persampahan 25% - 50% area memiliki sarpras
dilakukan pada persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
1.Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Pasokan air untuk pemadam kebakaran
Kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk
Lingkungan yang sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
ada sarana komunikasi

data tentang sistem proteksi kebakaran
bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan 76% - 100% area tidak memiliki prasarana
Prasarana Proteksi proteksi kebakaran
Kebakaran S51% - 75% area tidak memiliki prasarana

proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran




Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.

2.Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kebakaran mobil pompa
Lingkungan yang mobil tangga
ada peralatan pendukung lainnya
Ketidaktersediaan 76% - 100% area tidak memiliki sarana
Sarana Proteksi proteksi kebakaran
Kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk
pemadaman di lokasi.




[II. IDENTIFIKASI LOKASI
Proses identifikasi lokasi diawali dengan mengidentifikasi lingkup
perumahan dan permukiman dengan menentukan Satuan Perumahan
dan Permukiman. Penentuan satuan perumahan dan permukiman
formal dan penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Perumahan Swadaya

Permukiman Formal

Permukiman
Swadaya

Gambar 3. [lustrasi Perumahan dan Permukiman Formal serta Perumahan dan
Permukiman Swadaya

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

www.peraturan.go.id



Tabel 2. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI S%I\ﬁ,?AER
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN
1. KONDISI a. Ketidakteraturan ¢ Tidak memenuhi ketentuan tata e 76% - 100% bangunan pada 5
BANGUNAN Bangunan bangunan dalam RDTR, meliputi lokasi tidak memiliki
GEDUNG pengaturan bentuk, besaran, perletakan, |  keteraturan |
dan tampilan bangunan pada suatu zona; | ¢ 51% - 75% bangunan pada
dan/atau lokasi tidak meﬁliki P 3 Dokumen
e Tidak memenuhi ketentuan tata keteraturan RDIR &
bangunan dan tata kualitas lingkungan | | 1 RTB}-". Format
dalam RTBL, meliputi pengaturan blok sian,
lingkungan, kaplirrl)g, bgnginan, * 25% B 5,0% bangqqap pada Observasi
ketinggian dan elevasi lantai, konsep lokasi tidak memiliki
identitas lingkungan, konsep orientasi keteraturan
lingkungan, dan wajah jalan.
b. Tingkat Kepadatan | ¢ KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau | ¢ 76% - 100% bangunan 5
Bangunan RTBL,; memiliki lepadatan tidak Dokumen
¢ KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, ___sesuai ketentuvan |
dan/atau RTBL; dan/atau * 51% - 75% bangunan memiliki| 4 RDTR &
e Kepadatan bangunan yang tinggi pada lepadatan tidak sesuai RTBL,
lokasi, yaitu: _ ketentuan Il\]/:I)];)k}*‘lmen .
e untuk kota metropolitan dan kota s » Forma
besar>250 unit/Ha * 25% - 50% bangunan memiliki| 1 | Isian, Peta
e untuk kota sedang dan kota kecil >200 1:: padatan tidak sesuai Lokasi
: etentuan
unit/Ha
c. Kualitas Bangunan |Kualitas bangunan yang tidak memenuhi e 76% - 100% bangunan pada 5 W
Yang Tidak persyaratan: lokasi tidak memenuhi awancara,
Memenuhi Syarat | ¢ pengendalian dampak lingkungan | persyaratan teknis | Format Isian,
e pembangunan bangunan gedung di atas e 51% - 75% bangunan pada 3 Dokumen
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau lokasi tidak memenuhi IMB,
prasarana/sarana umum __persyaratan teknis | Observasi




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
e keselamatan bangunan gedung o 25% - 50% bangunan pada 1
e kesehatan bangunan gedung lokasi tidak memenuhi
¢ kenyamanan bangunan gedung persyaratan teknis
e kemudahan bangunan gedung
2. 5&1&]1){1311\{(};&]{\?1\1 a. S:ﬁkupsn Pke layanan Sebagian lokasi perumahan atau t7e6r;/.:1 _ai’l(i)%(ﬁ)il’? r’Ziiflld:rlf'alan 5
alan Lingkungan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingk}lf.lngan ] san) Wawancara,
l1ngk.ungan yang sesuai dengan ketentuan , 51% - 75% area tidak _t_éi*_l._e{j/éﬁi_ """"" Format Isiap,
teknis __oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | Peta Lokasi,
25% - 50% area tidak terlayani Observasi
oleh jaringan jalan lingkungan 1
: o P
b. Kua11ta§ Permukaan Sebagian atau seluruh jalan lingkungan 76 /0. 100% area mem111k1
Jalan Lingkungan . . kualitas permukaan jalan yang| 5
terjadi kerusakan permukaan jalan pada buruk
lokasi perumahan atau permukiman y 51% - 759 area memilika [T Wawancgra,
kualitas permukaan jalan yang| 3 Format ISlap’
buruk Peta Lokasi,
25% - 50% area memiliki Observasi
kualitas permukaan jalan yang 1
buruk
3. KONDISI a. Ket1daktersed1taan Masyarakat pada lokasi perumahan dan 76% - 100% populgs1 t1.dak 5
PENYEDIAAN Akses Aman Air . . . dapat mengakses air minum
. permukiman tidak dapat mengakses air
AIR MINUM Minum . i1 : . yangaman .
minum yang memiliki kualitas tidak 519 - 750 .
. ] o - o populasi tidak 3 Wawancara,
berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa dapat mengakses air minum Format Isian,
__ yangaman | Observasi
25% - 50% populasi tidak 1
dapat mengakses air minum
yang aman
b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan air minum masyarakat 76% - 100% populasi tidak 5 Wawancara,

Kebutuhan Air

padalokasi perumahan atau permukiman

terpenuhi kebutuhan air
minum minimalnya

Format Isian,




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
Minum tidak mencapai minimal sebanyak 60| ¢ 51% - 75% populasi tidak 3 Observasi
liter /orang/hari terpenuhi kebutuhan air
__minum minimalnya |
25% - 50% populasi tidak 1
terpenuhi kebutuhan air
minum minimalnya
: o 5 —
4. KONDISI . Ketldakmampuan Jaringan drainase lingkungan tidak 76% - 100% area terja}dl 5
LN Mengalirkan mampu  mengalirkan limpasan  air genangan>30cm, > 2 jam dan
LINGKUNGAN Limpasan Air : : _.>2xsetahun |
sehingga menimbulkan genangan dengan 51% - 75% arca terjadi Wawancara,
tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 genangan>30cm, > 2 jam dan 3 | Format Isian,
jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun _ >2xsetahun | Peta Lokas.i,
25% - 50% area terjadi 1 Observasi
genangan>30cm, > 2 jam dan
> 2 x setahun
. . o/ _ o, ;
) getl,d aktersediaan Tidak tersedianya saluran drainase t7e6r§;: diiogr:iggz Eﬁaﬁun an 5
rainase lingkungan pada lingkungan perumahan{————> = hexungan L Wawancgra,
. . . 51% - 75% area tidak tersedia Format Isian
atau permukiman, yaitu saluran tersier drai linek 3 ’
dan/atau saluran lokal = rainase lnggungan .| Peta RIS,
rainase lingkungan
: o 5 .
’ Ketldakte}r hubungan Saluran drainase lingkungan tidak 7.6/0 100% firamase 5
dengan Sistem . . 1 lingkungan tidak terhubung
- terhubung dengan saluran pada hirarki di . -
Drainase Perkotaan ) L dengan hirarki di atasnya
atasnya sehingga menyebabkan air tidak y 51% - 75% drainase [T Wawancara,
dapat mengalir dan  menimbulkan lingkungan tidak terhubung 3 Format Isian,
genangan _dengan hirarkidiatasnya [ Peta RIS,
25% - 50% drainase ) Observasi
lingkungan tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya
. o 5 e
- Tidak Tidak dilaksanakannyapemeliharaan 76% - 100% area memiliki 5 Wawancara,

drainase lingkungan yang




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
Terpeliharanya saluran drainase lingkungan pada lokasi|  kotor dan berbau | Format Isian,
Drainase perumahan atau permukiman,baik: 51% - 75% area memiliki 3 Peta RIS,
1. pemeliharaan rutin; dan/atau drainase lingkungan yang Observasi
2. pemeliharaan berkala __kotor dan berbau |
25% - 50% area memiliki 1
drainase lingkungan yang
kotor dan berbau
) Kua}itas Konstruksi Kualitas konstruksi drainase buruk, 76%._ 100% area rr}emil'iki S
Drainase . kualitas kontrsuksi drainase
kareng berupa galian tanah tanpa lingkungan buruk
material pelap1§ ajcau penutup maupun 51% - 75% area memiliki 3 Wawancgra,
karena telah terjadi kerusakan kualitas kontrsuksi drainase Format Isian,
_lingkunganburuk | Peta RIS,
25% - 50% area memiliki ) Observasi
kualitas kontrsuksi drainase
lingkungan buruk
5. KONDISI . Sistem Pengelolaan . . . 76% - 100% area memiliki
PENGELOLAAN |  Air Limbah Tidak Pgﬁfﬁgﬁ‘:ﬁ o hm];’ff;lukf;ii li’fizsli sistem air limbah yang tidak |
AIR LIMBAH Sesuai Standar D i P Gujl--..sesuaistandarteknis |
Teknis memiliki sistem yang memadai, 51% - 75% area memiliki Wawancgra,
yaitukakus/kloset yang tidak terhubung sistem air limbah yang tidak 3 | Format Isian,
dengan tangki septik baik secara sesuai standar teknis Peta RIS,
individual/domestik, komunal maupun| , 259 - 50% area memiliki | . 1 | Observasi
terpusat. sistem air limbah yang tidak
sesuai standar teknis
. gi;?ll:gindgﬁo lnan Kondisi prasarana dan sarana Z:;/por;; (;?;/iiigzﬁfgsﬁ I;Iesuai 5 Wawancara
Air Limbah Tidak  |Pcngclolaan  air limbah pada lokasi pergvaratan teknis | Format Isian
. perumahan atau permukiman dimana: o o ol ’
Sesuai dengan 1. kloset leher angsa tidak terhubung S1% - 75 A) area merp1hk1 3 Peta RIS,
Persyaratan Teknis ) sarpras air limbah tidak sesuai Observasi

dengan tangki septik;

persyaratan teknis




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
2. tidak tersedianya sistem pengolahan e 25% - 50% area memiliki 1
limbah setempat atau terpusat sarpras air limbah tidak sesuai
persyaratan teknis
6. KONDISI . Prasarana dan Prasarana dan sarana persampahan padal * 76% - 100% area memiliki 5
PENGELOLAAN Sarana lokasi perumahan atau permukiman sarpras pengelolaan
PERSAMPAHAN Persampahan Tidak | |. . : persampahan yang tidak
Sesuai dengan tdak sesuai dengan persyaratan teknils,|  memenuhi persyaratan teknis |
. aitu: Tited
Persyaratan Teknis yl tempat sampah dengan pemilahan * S1% - 75% arfialmemlhkl 3
: : sarpras pengelolaan Wawancara
f:rrlr;zzh pada skala domestik atau rumah persampahan yang tidak | Forr‘;’at Isiar;,
2. tempat’ pengumpulan sampah (TPS) atau .1’21’15602‘1 ?nslgol/:) Zizsayi:rﬁﬁl;cle L - Peta RIS,
111‘1122 k?illjl é;fuce’ reuse, recycle) pada skala sarpras pengelolaan 1 Observasi
’ persampahan yang tidak
3. EZ?;:EaSIZIEEZEudr?gIZn étzla/:rfmk sampah memenuhi persyaratan teknis
4. tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST) pada skala lingkungan.
. Sistem Pengelolaan Pengelolaan persampahan padal e 76% - 100% area memiliki 5
Persampahan yang lingkungan perumahan atau permukiman sistem pfrsgmpahan tidak
Tidak Sesuai . . J_____Sesual standar | .
Standar Teknis g(eiil;u t.memenuh1 persyaratan  sebagai ;510,759 area r}rllemilifik 3 ngi?;;;i
: sistem persampahan tida )
1. pewadahan dan pemilahan domestik; sesuai Standarp Peta RIS,
2. pengumpulan lipgkungan; e 25% - 50% area memiliki | . 1 | Observasi
2' pgggiﬁﬁgﬁliﬁuﬁam sistem persampahan tidak
- peng g g sesuai standar
Tidakterpeliharanya Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana e 76% - 100% area memiliki 5
Sarana dan sarpras persampahan yang Wawancara
dan prasarana pengelolaan persampahan : . ’
Prasarana nada - lokasi = porcmaben atau - Sddkterpelbara L Format Isian,
Pengelolaan ermukiman. baik: e 51% - 75% area memiliki 3 Peta RIS,
Persampahan P ’ i sarpras persampahan yang Observasi

1. pemeliharaan rutin; dan/atau

tidak terpelihara




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
2. pemeliharaan berkala o 25% - 50% area memiliki 1
sarpras persampahan yang
tidak terpelihara
: : o 5 .
7. KONDISI a. Ketldaktersedlaan. Tidak tersedianya prasarana proteksi o 76% . '1(.)0 %o area tidak ' 5
PROTEKSI Prasarana Proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: memiliki prasarana proteksi
KEBAKARAN Kebakaran 1. pasokan air: ’ ' . kebakaran |
2' Palan lin ku,n an: e 51% - 75% area tidak memiliki 3 Wawancgra,
s ae | prasarana proteksi kebakaran | 7 Format Isian,
4. data sistem proteksi kebakaran * 25% - 50% area thak memiliki 1 Peta RIS’.
lingkungan; dan prasarana proteksi kebakaran Observasi
5. bangunan pos kebakaran
. : o 5 .
b. Ketldaktersedla‘an Tidak tersedianya sarana  proteksi . 76/0. 100% area tidak ' 5
Sarana Proteksi kebak da lokasi . memiliki sarana proteksi
Kebakaran e al aran pada lokasi, yaitu: kebakaran Wawancgra,
é' o 2;5‘;?;11@ Api Ringan (APAR); « 51% - 75% area tidak memiliki| , | Format Isian,
3: mobil tangga’sesuai kebutuhan; dan .Zzl;jm a 5%1;;)t21;:;1;e dzallcki:rrrluh Wl gggiii’i
4. 1 k lai o °
peralatan pendukung lainnya sarana proteksi kebakaran 1
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH
1. LEGALITAS a. Kejelasan Status Kejelasan terhadap status penguasaan . Ke§elumhan lokasi memiliki (+)
TANAH Penguasaan tanah tanah berupa: kejelasan status penguasaan
: h. baik milik .
1. kepemilikan sendiri, dengan bukti iﬁﬁ{ },)it;ialk ll:llnl sendiri atau
dokumen sertifikat hak atas tanah atau o Sebacian atau keselurahan 17T Wawanca'ra,
bentuk dokumen keterangan status tanah gla s 1 () | Format Isian,
. . lokasi tidak memiliki kejelasan
lainnya yang sah; atau status penguasaan tanah, baik Dokumen
2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik milik S(I:Il di%‘i atau milik i’hak Pertanahan,
adat/ulayat), dengan bukti izin P Observasi

pemanfaatan tanah dari pemegang hak
atas tanah atau pemilik tanah dalam
bentuk perjanjian tertulis antara

lain




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dengan
b. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan ° Kzzzlgﬁgaiiﬁiizlﬁfada
dalam rencana tata ruang (RTR), dengan gerumaharf/permukiman (+)
bukti Izin Mendirikan Bangunan atau sesuai RTR Wawancara,
Surat Keterangan Rencana s Sebagian atau keseluruhan | Format Isian,
Kabupaten/Kota (SKRK). lokasi berada bukan pada RTRW, RD'I?R,
zona peruntukan (-) Observasi
perumahan/permukiman
sesuai RTR
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
1. PERTIMBANGAN|a. Nilai Strategis . . e Lokasi terletak pada fungsi
LAIN Lokasi zz&rg:fgii?m;itidfkam perumahan o iegis kabupaten/kota | > I;N awa?fa.ra’
: S ormat Isian,
1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau * flﬁ)rlfgssil ;f:i ggletak pada 1 |RTRW, RDTR,
2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota kabupaten /kota Observasi
b. Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada] Untuk Metropolitan& Kota S
lokasi perumahan atau permukiman Besar
dengan klasifikasi: e Kepadatan Penduduk pada
1. rendah yaitu kepadatan penduduk di Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha
bawah 150 jiwa/ha;
2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara Untuk Kota, Sec‘iang & Kota Wawancgra,
151- 200 jiwa,/ha; Kecil Format Isian,
3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara| * Kepadatan Penduduk pada Statistik,
201-400 jiwa/ha; .. Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha | Observasi
4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk| ® Kepadatan Penduduk pada
di atas 400 jiwa/ha; Lokasi sebesar 151 - 200 3
_____ Jiwa/Ha
¢ Kepadatan Penduduk pada 1

Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha




SUMBER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI DATA
c. Kondisi Sosial, Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi e Lokasi memiliki potensi sosial, 5
Ekonomi, dan perumahan atau permukiman berupa: el.ionoml dan budaya Flntl.lk
Budaya ) : : L ool dikembangkan atau dipelihara |
. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi « Lokasi tidak memiliki potensi
masyarakat dalam mendukung . - 1
pembangunan; s'031a.1, ekonorrp dan budaya Wawancara,
2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ‘:gigldlilr;tllilkll{af;kembangkan Format Isian,
ekonomi tertentu yang bersifat strategis p Observasi
bagi masyarakat setempat;
3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan
atau warisan budaya tertentu yang
dimiliki masyarakat setempat.

Sumber: Tim Penyusun, 2015




Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula
penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI KETERANGAN BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI \
A1\A2\A3 A4 A5 A6 B1 B2/B3 B4 B5B6 C1/C2 C3 C4 C5 06\

Kondisi Kekumuhan

71 — |Kumuh Berat XXX XXX

95

45 - |Kumuh Sedang XX X|IX|X|X

70

19 - |Kumuh Ringan XX X[X[|[X|X
44

Legalitas tanah

(+) [Status Tanah|| X X X X X X X X X
Legal

(-) [Status Tanah X X X X X X X X X
Tidak Legal

Pertimbangan Lain

11 — |Pertimbangan XX XX XX
15 |Lain Tinggi

6 — 10 |Pertimbangan XX XX XX
Lain Sedang

1 - 5 |Pertimbangan XX XX XX
Lain Rendah

SKALA PRIORITAS] 1
PENANGANAN =

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

144 7,7 2 25 5/8/8 3 3 6/6/9 9

Sumber: Tim Penyusun, 2015

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
a. kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
b. kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70;
c. kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;

c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;



3.

Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:

a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);

b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan

klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumubh, yaitu:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A1l merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,

dan status tanah legal;

A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,

dan status tanah tidak legal;

A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,

dan status tanah legal;

A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,

dan status tanah tidak legal;

A5 merupakan lokasi kumuh berat,
rendah, dan status tanah legal;

A6 merupakan lokasi kumuh berat,
rendah, dan status tanah tidak legal;

B1 merupakan lokasi kumuh sedang,
tinggi, dan status tanah legal,

B2 merupakan lokasi kumuh sedang,
tinggi, dan status tanah tidak legal;

B3 merupakan lokasi kumuh sedang,
sedang, dan status tanah legal;

B4 merupakan lokasi kumuh sedang,
sedang, dan status tanah tidak legal;

B5 merupakan lokasi kumuh sedang,
rendah, dan status tanah legal;

B6 merupakan lokasi kumuh sedang,
rendah, dan status tanah tidak legal;

C1 merupakan lokasi kumuh rendah,
tinggi, dan status tanah legal;

C2 merupakan lokasi kumuh rendah,
tinggi, dan status tanah tidak legal;

C3 merupakan lokasi kumuh rendah,
sedang, dan status tanah legal;

C4 merupakan lokasi kumuh rendah,

sedang, dan status tanah tidak legal;

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

pertimbangan

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain

lain



IV.

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain

rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala
prioritas penanganan, sebagai berikut:

e Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
e Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
e Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
e Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
e Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
e Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
e Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
e Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
e Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

PENETAPAN LOKASI

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk
keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI
Jakarta berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati/walikota
atau keputusan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta mengenai
penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi
data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk
setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek
pertimbangan lain

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus
DKI Jakarta berdasarkan tabel daftar lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4. Format Keputusan Kepala Daerah

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

DI KABUPATEN/KOTA .....cccoeviiiiennanen.

BUPATI/WALIKOTA ......ccccceiiieninn. ,

Menimbang a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan
sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan  permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota  berdasarkan penetapan  lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Mengingat




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ............. TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ditetapkan  berdasarkan hasil pendataan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara
Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... , yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam
mendukung Program Nasional Pengentasan
Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target

Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten/Kota ..... meliputi sejumlah ... (terbilang
......... ) lokasi, di ... ... (terbilang .........) kecamatan,
dengan luas total sebesar ... (terbilang ......... ) hektar;

Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati/Walikota ini;

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ini, maka
Pemerintah  Daerah  berkomitmen untuk untuk
melaksanakan Peningkatan  Kualitas Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan
berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah
dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-

sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;




KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di PPN

Pada tanggal: .... ... e

BUPATI/WALIKOTA ....ccccoviiiiiiennnne.
t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Sumber: Tim Penyusun, 2015




Tabel 5. Format Daftar Lokasi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....c.ccoveienieenenne.
NOMOR ..coeviiiiiiiienienanee,
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN/KOTA ....c.occivieniinenen.
NO | NAMA | LUAS LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKA| KOORDINAT |[KEKUMUHA|PERT. LAIN [LEGALITA|PRIORITAS
LOKASI | (HA) N N S TANAH
RT/RW| KELURAHAN/ |[KECAMATA|JUMLA | KEPA- [LINTANG| BUJU NILAITINGK.|NILAI|TINGK
DESA N/DISTRIK H DATAN R
1 Dabag | 1,86 [05/08| Condongcatur Depok - <400 | 7°46' |7°46'| 46 |Sedang 9 |Tinggi| Legal B1/ 2
Jiwa /| 16,71" |16,71"
Ha
2 |Ngropoh| 0,52 |04/24 | Condongcatur Depok - <400 | 7°45 | 110° | 35 Ringan| 5 |Sedan| Legal C3/6
Jiwa / | 48,41" 24’ g
Ha 14,19"
3
4
5
dst

Sumber: Olahan dari Profil Kawasan Permukiman Kumuh 2014



Keterangan Koordinat

Garis Koordinat

Dacrah

/ Keterangan Lampiran SK Kepala

Tachl Dot |

Skala, Orientasi, Proyeksi, Sistem
Grid Dah ul'n

Simlaor Dt |
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Lambang dan Nama Kabupaten/K ota —\
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Tanda Tangan Kepala Daerah

R\

BUPATI/WALIKOTA \ .

D PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...

Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO




